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KATA PENGANTAR

Puji synkur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Masa Kuasa, karena dengan
perkenaan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tluwruna Tahun 2024, Penyusunan LAKIP ini
dimakendkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan
kegiatan sclama tahun 2024. LAKTP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan
Muruna selama tahun 2024 termasuk mengenai gambaran tingkat peneapaian
pelaksanaan program/kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan isi, misi, tujuan dan
sasaran yang lelah dilakukan,

LAKIP ini disusun berdasarkan objektivitaz dan validitas data, sehingga
diyakini telah memenuhi prosip-prinsip akuntabilitas vang berlaku dan diharapkan
mampn mendorong terwujudnya pemerintahan yang haik dan bersih. Akhirnya tidak
lupa kami mengueapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada
semua  pihak vang telah memberikan kontribusi schingga LAKIP ini dapat

diselesaikan.

Teln]c Dalam, Januari 2024




IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan mempedomani pada Hencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, maka Kecamatan Huruna sebagai
salah satn bagian dari wilayah Organisasi Perangkat Daerah memiliki visi dan misi
unituk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Penyvusunan
TLaporan Akuntabilitar Kinerja Instansi Pemerintah (LAKTP) Kecamatan Hurnna
tahun 2024 mernpakan wujud pertanggongjawaban kinerja sesuai dengan kewenangan
yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Huruna untuk direalisasikan sepanjang
tahun 2024, serta pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 yang didasari oleh Rencana
Strategis Kecamatan Huruna Tahun 2021-2026. Laporan Akuntabilitas Kimnerja
Instansi Pemerintah ini dapat dievaluasi dalam rangka penetapan dan pelaksanaan
kebijakan pemerintabhan dan pembangnnan di masa yang akan datang.

Untuk mencapai tajuan tersebut Kecamatan Huruna telah menetapkan heberapa
susaran strategis antara lain:
1. Mewunjudkan pemerintahan yang efektif. efisien, transparan, jujur dan

bertanggungjawab;

2. Mewnjudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
3. Terciptanya suasana kondusif ditengah masyarakal
4. Meningkatnya infratsruktur pembangunan di wilayah pedesaan

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai.
sangatl dharapkan adanya bimbingan serta pembinaan dan kerjasama yang baik antara
perangkat Kecamatan Huoruna dengan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sehingga

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan lebih terarah,
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hal mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan,
berdayaguna, berhasil gona dan bertanggung jawab, Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Tekniz Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah mandatori  bagi
penyelenggara pemerintahan dalam menyampaikan laporan akuntabilitas sebagai
bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah diperjanjikan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk kewajiban suatu
imstansi pemerintah untuk mempertanggungjawahkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai lujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai
akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Huruna selaku unsur
pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan
kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran eerta fungsi kecamatan sebagai snh-

sistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwnjudnya suato tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, ternkur dan legitimate
schingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN). Melalui pelaksanaan Undang-undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,



Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitaz Kinerja Instansi Pemerintah (SAKTP). Sehubungan
dengan hal tersebul Kecamatan Huruna diwajibkan ontuk menyusun Laporan
Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKTP
Kecamatan Huruna Tahun 2024 yang dimaksadkan sebagai  perwujudan
akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja,
visi, misi, realiasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yvang

telah ditetapkan.

Gambaran Umum

Paradigma pemerintah daerah vang mengacn kepada Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 telah mernbah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. pelayanan publik dan
pemberdaysan masyarakat desa‘kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang
dimasa laln terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat
telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan pasal 225 ayat (1) Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kecamatan sebagai
perangkal daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan kepada masyarakatl pada Lingkat kewilayahan.

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016
tentang tugas dan [ungsi Satvan Kerja Perangkal Daerab di lingkungan Kecamatan
Kabupaten Nias Selatan adalah menyelenggarakan wrusan pemerintahan umum,
mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarskal, mengkoordinasikan upaya
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan
dan penegakan Perda dan Peraturan bupati, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana
dan prasarana pelayanan uwmum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan,

membina dan mengawasai penyelenggaraan kegiatan desa atau scbutan lain dan/atau



kelurahan, melaksanakan wurusan pemerintahan wang menjadi  kewenangan

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten
vang ada di kecamstan dan melaksanakan tugas lain yang dip:rintahkun oleh

peraturan perundang-undangan,

Dalam menyelenggarakan tugas kecamatan, camat mempunyai fungsi:

Menghoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Mengkoordinasikan urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
Umuimn
Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas wmum
Mengkoordinasikan penvelenggaraan kegiatan pemerintahan di  tingkat
kecamatan
Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atan kelurahan
Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan atau yang belym dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan aleh Bupati
Mclaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian,

program, kenangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan

tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi:

= Menynsun rencana kerja sekretariat

- Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan

=  Menyelenggarakan urusan nmom

-  Menyelenggarakan nrusan program

- Menyelenggarakan urusan kepegawaian

- Menyelenggarakan urusan kenangan

- Menyelenggarakan nrusan perencanaan dan evaluasi

- Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi

= Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat

=  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.



L1.

L2,

Sub Bagian Perencanaan dan Kenangan

Sub bagian perencanaan dan kesangan mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan perencanan, keuangan dan evaluasi.

Dalam  melaksanakan twgas, sub  bagian perencanasan  dan  keuangan

mempunyai fungsi:

- Menyiapkan baban perumusan kebijakan teknis urusan keuangan,
perencanaan dan evaluasi;

= Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukunn dan penyusunan
laporan kenangan;

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;

- Menyiapkan bahan perumusan kelijakan telnis umisan program;

- Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian alas rencana kerja
tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;

- Menghimpun dan menyusun Renstra, menvusun Tapkin dan Lakip
Kecamatan;

- Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;

-  Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub
bagian kevangan; dan

- Muelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Kecamatan.

Sub Bagian U mum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan

urnsan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umwm dan kepegawaian

mempunyai fungsi:

-~ Menyiapkan bahan perumnsan kebijakan teknis wrusan umunm dan
kepegawaian;

= Mcnyclmgga.mkﬂ.u urusan surat-menyural, kearripan, kepustakaan.
dokumentasi, informasi, perlengkapan dan ramah tangga;

- Menyusun bahan rencana kerja kebutuhan pegawai, pengembangan
pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan

pegawaian serta tala usaha kepegawaian;



- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub
bagian umum dan kepegawaian; dan
-  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sckretaris
Kecamatan.

Kepala Scksi Tata Pemerintahan

Kepala  Seksi Tata Pemerintahan mempunyai  tugas menyelengparakan

kewenangan  pemcrintahan yang  dilimpahkan  dan  melaksanakan

pengkoordinasian  dan pembinaan penyelenggaraan  pemenntahan  tingkat

kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi tata pemerintahan

mempunyai fungsi:

=  Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi
vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

= Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja
perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyclengzaraan kegiatan
pemerintahan;

-  Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan
desa dan/ataun kelurahan;

- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan
administrasi desa da/atan kelurahan;

= Melakukan pemhinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa
dan/atau luralk;

-  Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atan
kelurahan tingkat kecamatan;

=  Melaporkan penyelenggaran kegiatan pemerintahan desa danfatan kelurahan
di tingkat kecamatan kepada camat; dan

=  Melaksanakan tngas lain yang diherikan camat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai  tugas

menyelenggarakan  kewenangan pemerintahan  yang  dilimpahkan dan

melaksanakan koonlinasi, pembinaan dan pengembangan perekonomian dan

pembangunan desa/kelurahan, Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi

pemberdayaan masyarakat dan desa meEmpany ai lungsi:
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Mendorong partisipasi masyarakat dan desa untuk ikut serta dalam
perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam fokuos musyawarah
perencanaan di desa/kelurahan dan kecamatan;

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja
baik pemerintah manpun swasta yang mempunyai program kerja dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan;
Melakukan evaloasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat
dan desa di wilayah kecamatan baik yang dilakekan oleh unit kerja
pemerintahan maupun swasta;

Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada wmasyarakat di
kecamatang

Melakukan percepatan pencapaian standar  pelayanan  minimaldi
wilayahnya;

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masvarakat di
wilayah kecamatan;

Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
geauai dengan pernndang-undangan;

Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa di
wilayah kerja kecamatan kepada camat: dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang dberikan camat.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umnm mempunyal tugas menyelenggarakan

kewenangan pemerintahan vang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan

pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan togasnya, kasi ketentraman dan ketertiban wmum

mempunyai fungsi:

Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Tndonesia
danfatau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan
penvelengraraan ketentraman dan ketertiban umum;

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah vang tugas
fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan maupun

pemeliharaan  prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan:
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Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilavah kerja
kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan  ketertiban  umum
masyarakat di wilayah kecamatan;

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah vang mgas dan
fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan dafatau
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayvanan umum;

Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketemtraman dan ketertiban omum,
penerapan dan penegakan peraturan perandang-undangan;

Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan
umum di wilayah kecamatan kepada camat; dan

Melaksanakan tugas lain yvang diberikan camal.

Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umunm mempunyai togas menyelenggarakan kewenangan

pemerintahan vang dilimpahkan dan melakranakan koordinasi dan pembinaan

penyelenggaraan  pelayanan umum. Dalam  melaksanakan tugasnya, Kasi

Pelayanan Umnm mempunyai fungsi:

Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program
Kecamalan;

Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan
scsuai dengan bidangnya masing-masing;

Memberik  petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan:

Menyispkan program  kegiatan/koordinasi  pembinaan kependudukan,
kebersihan dan pelayanan perizinan;

Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
kependudukan, kebresihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalahnya; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

Kasi Kesejahteraan Sosial



Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyclenggarakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan

penyelenggaraan  kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, kasi

kesejahteraan sosial mempunyai fungsi:

P

Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program
kecamatan;

Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan
sesusi dengan bidangnya masing-masing:

Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan:
Menyviapkan program kegiatan/koordinasi pelayanan dan bantuan sosial,
pembinaan  kepemudaan, pemberdavaan perempuan  dan  olahraga,
Leh.idupa.n keagamaan, penl.lid_ilm.n dan kebudayaan:

Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial,
pembinaan kepemudaan., pemberdayaan perempuan dan olahraga,
kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;

Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
pelayanan dan bantuan soesial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan
perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan
kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

Adapun struktur organisasi kecamatan Huruna sesuai dengan Peraturan Bupati Nias

Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016, dapat dilihat pada gambar berikut:
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D. Isu Sirategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini, Pemerintah Kecamalan Huruna dituntut
untuk lebik responsil, keeatif dan inovatil dalam menghadapi perubahan-perubahan
baik tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya
selalu memperhatikan isu-isu dan permasalaban yang mungkin dihadapi kedepan
oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat
sasaran. Untuk ite perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan

konfervnsif schingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalaban pelayanan yang dihadapi, diharapkan
kualitas penyclenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean governance
sehingga akan berdampak pada knalitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu
dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias
Selatan pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu
pembangunan Kabupaten Nias Selatan secara umum. isu dan permasalahan vang

dihadapi antara lain:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima

2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

3. Perkembangan Iptek yang pesal tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk
meningkatkan kemampuannya.

Isu-isn strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui
pendckatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Huruna vang
mencaknp  strategi  kebijakan program danm  kegiatan. Implikasinya terhadap
pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Huruna sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murahaman, cepat, efisien dan
transparsn

2. Membangun komitmen scluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk
mewnjudkan akuntabilitas

3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayvanan masyvarakal
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4.

Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan
potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Nias
Selatan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan

kepentingan masyarakat.

Landasan Hokam

LAKIP Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 ini disusun

berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

::.-'1

=X

0.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomoer 29, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4272);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negars yang
Bersih, Bebas Korupsi, Kolust dan Nepotisme;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 eotang Perimbangan Kenangan antara
Pemerintah Puzat dan Pemerintah Naerah:

Peraturan Pemerintah Repuoblik Tndonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerimtah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 29 Tabhun 2010 tentang Pedoman Penyvusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintak;

Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
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10. Perataran Bupati Nomor 22 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 61 tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun
Anggaran 2021.

L1, Peratoran Daerah Kabupaten Niss Selatan Nomor 02 Tahun 2019 Tentang
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2022

12. Peraturan Dupati Nias Selatan Nomor : 05.2_36 Tahun 2019 Tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2022

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2023 Tentang
Perubaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2024

Sistematika Penyusunan LAKIP
Fenyusunan Laporan Akuntabilitazs Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah:
Bah 1 Pendahulnan
Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, 1au strategis, dasar
hukum dan sistematika penyurunan LAKTP
Bab 11 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Meliputi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024
Bah ITT Akuntabilitas Kinerja
Meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran strategis
dan realiasi anggaran

Bah TV Penutup
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan adalah
dokumen yang disusun melalni proses sistematis dan berkelanjutan serta mernpakan
penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi
sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal im
Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan, Rencana Strategis Kecamatan Huruna
Kabupuaten Nias Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu
dari tabun 2021 sampai dengan tahun 2026 bertujuan untuk akuntabilitas

penyelenggaraan pemenintah daerah yang akuntabel.

Renstra Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan terscbut ditujukan
untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam
Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan
2021-2026. Renstrs Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan tersebut untuk
selamjuinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Huruna
Kabupaten Nias Sclatan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk
periode | (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Hurona Kabupaten Nias Selatan
dimuat program dan kegiatan prioritas yang dinsulkan untuk dilaksanakan pada satu

Laliun mum]umng.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujunan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atan
dihasilkan dalam waktn 1 (satn) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan
juan ini Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan sasaran
dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Tujuan, sasaran dan
indikator kinerja Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026
dapat dinraikan pada tabel berikut:
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Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan TTuruna

Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021-2026

MEWuj pemerintahan ],r:u:l efektif,

1. Menciptakan pemerintahan vang : <5
. ol 4 efision, Lransparan, jujur dan
bersth. mendiri dan transparan y
hertanggungjawab
2. Menciptakan pemerintahan yang Mewnjudkan kepuasan masyarakat
berorientasi pada pelayanan terhadap pelayanan publik
3. Menciptakan situasi kehidupan yang | Tereiptanya snazana kondusif ditengah
aman bagi masyarakat masyarakat
4. Meningkatkan pembangunan di
ka rdc yang sclaras dan
i e e IS Meningkatnyva infrastrukiur
bersinergi dengan kawasan lain SLE
ml‘:}ﬂ]l]i pﬁmhﬂl‘lgllnal.’l Fa“g Ilemhﬂngunn“ dl m}a}?nh Fﬂﬂ{‘-ﬁﬂﬂl‘l
herkelanjutan o )

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka setiap sazaran ditetapkan
indikator kinerja yang akan dijadikan sarans/instrument pengokoran. Jumlah
mdikator kinerja mencerminkan pencapaian sasaran dalam Hencana Strategis
Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan adalah sebanyak 8 (delapan) indikator.
Indikator pada masing-masing pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah

Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan

Toiudah dakipilon prransanian e

Mewujndkan pemerintahan yany pelaporan kinerja tahunan yang

efektif, efisien, Lransparan, jujur dan berkualitas baik
bertanggungjawab Jumlah uzul rencana pembangunan di
kecamatan

Jumlah kegiatan pembimaan perangkat
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(].GEH.

Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan
musyawarah desa dalam penyuzunan
BEPDes dan APBDes

Jumlah dokumen administrasi
kependudukan vang tertangani tepat
had g wakin

bechadap petayanan pibitk Jumlah dokumen pelayanan
administrasi PATEN vang tertangani

Mewujudkan kepuasan masyarakat

Terciptanya suasana kondusif ditengah | Jumlah kegiatan pembinaan satuan

masyarakal linmas
Meningkatnya infrastruktar Persentase desa yang memanfaatkan
Pﬁmhﬂﬂgllﬂﬂ.n di 'l»\'illl}fa]l Pu:]nsna.u dana desa uniuk infrastrukiur -

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Huruna
Kabupaten Nias Selatan zesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data
dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Huruna
Kabupaten Nias Selatan secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan
sasaran  yang optimal dan terukur (kuvantitatf manpun  kualitauif)  serta
merencanakan tahapan pencapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan
kemampuan, dengan demikian Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan sedang

merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan.
Perjanjinn Kinerja

Perjanjian kinerja adalah bentuk komitmen dan janji dari perencanaan
kinerja tahunan sangat penting dilakukan olch pimpinan instansi di
lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan
perspeklil mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja
vang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas
kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan
kinerja tersehut diharapkan fokus dalam mengaralikan dan mengelola program atan
kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi
yang tidak Lerarah.

PE!’I}’HBU.I!ED perjanjian kinerja Kecamatan Huruna Kuhupnlun Nias Selatan

Tahun 2021 mengacu pada dokumen Rensira Kecamatan HurunaKabupaten N{%F-



Selatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 beserta perubahannya. Kecamatan

Huruna Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024

dengan uraian sebagai berikut:
Tabel 2.4
Perjanjinn Kinerja
Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2024
No Sasaran Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya kinerja
pelayanan aparatur Nilai evaluasi Lakip kecamatan 70
kecamatan
Nilai indeks kepuasanmasyarakat 70
terhadap pelayanan di kecamatan
Jumiah dokumen perencanaan
pelaporan  keuangan dan pelaporan 12 Dok
kinerja yang berkualitas baik berkualitas
Presentase penyelenggaraan administrasi 75%
perkantoran yang tepat wakiu
2 | Meningkatnya knalitas | Jumlah dokumen usul perencanaan 1 dok
pelayanan publik dan tata | musrenbang tingkat kecamatan 2
kelola pemerintahan Presentase desa yang menggunakan dana 75%
o desa untuk pembangunan infrastrukiur L
3 | Meningkatnya rasa Jumlah rekomendasi izin keramaian yang
aman, dan nyaman diterbitkan Lidox
Jumlah organisasi/lembaga 17
kemasyarakatan yang dibina .
Jumiah konflik sosial yang ditindaklanjuti 3 kasus
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D.

Perencanaan Anggaran

Pada tahun 2024, Sasaran Pelayanan di Kecamatan Hurunaz Kabupaten Nias
Sclatan terdiri dani 7 item sasaran strategis dengan indikator yang diperjanjikan
gebanyak 14 indikator yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan
didukung oleh anggaran belanja langsung (APBD Murni) schesar Rp. 400.000.000,-
Anggaran tersebut telah mengalami perubahan atau pergeseran sebesar [ip
400.000.000 dengan rincian sebagai berkut:

Perubahan Anggaran Kecamatan Huruna Tahun 2024

NO KEGIATAN ANGGARAN
! Program Pemmjang Urusan Pemerintahan Dacrah Rp 311.693.800
Kabupaten
| Program Penyelenggaraan Pemerintabhan dan ”
| Pelayanan Publik Hp 10300000
P Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
i Bl " Rp 25.439.500
Umum
4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp 4,966,700
JUMLAH Rp3 52 600.000
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dar perorangan. badan
hukum atau pimpinan kelektif secara transparan mengenai keherhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Hurona Kabupaten Nias Selatan
selaku peogemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas
melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan TTurona Kabupaten Nias
Selatan yang dibual sesuai dengan ketentwan yang diamanatkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja TInstansi
Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatar Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja.,
pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan akuntahilitas kinerja instansi
pemerintah, Laporan lersebul memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian
target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen
Renstra Tahun 2021-2026 maupun Kenja Tahun 2024.

Sesuai  dengan  ketenmtuan tlerscbut, pengukuwran kinerja digunakan menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran vang
ditetapkan dalam wisi dan misi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan.
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pengukuruan dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan
didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator
masukan, kelnaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana dioraikan pada Bab
sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan
mengolah  masukan menjadi  keloaran alau  penilaian  dalam  proses

pEnyusunan
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kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan hl.:rp.tmguruh

terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap vang harus

dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja. pengumpulan data kinerja, dan

cara pengumpulan kinerja.

1.

Penctapan Indikator Kinerja

Penetapan kinerja  indikator merupakan proses pengidentifikasian,
pengembangan dan penyeleksian indikator kinerja yvang akan digunakan untuk
mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan,
[nd.il.k,:ltur kinerja merupakan Ikuantitatif danfataw  kualitatif vyang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan., Karenanya, indikator kinerja harns mernpakan sesuatn vang akan
digunakan sebaga: dasar untuk menilai atan mehhat tingkat kinerja baik dalam
tahapan perencanaan, pelaksanaan maopun tahapan setelah kegiatan telah
selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk
meyakinkan bahwa kinerja dan  organisasi/unit kerja yang bersangkutan
menunjukkan kemajuan dalam rangka meneapai tujuan dan sasaran vang telah

ditetapkan.

Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menila
kinerja keberhasilan atan kegagalan kebijakan, program atau kegiatan pada
suatu instansi/unit kerja pelaksananya. Dengan indikator kinerja, organisasi
mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau
gagal di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja meliputi pengukuran
tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran.

Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkal pencapaian target
dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan
dalam rencana kinerja instansi pemerintah. Sedangkan Lingkat capaian kimerja
sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator
sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam rencana kinerja.
Pengukuran tingkat pancapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran
kinerja kegiatan.

Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan sejak

perumusan rencana strategis, yaitu pada saal penetapan tujuan dan sasaran dbeh



pada saat penetapan rencana kinerja tahunan, vaitu berkaitan dt:ﬁgan indikator-
indikator kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk
sasaran dapat berupa kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil
danfatan  dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan
akuntabilitaz instansi pemerintah setidak-tidaknya menggunakan kelompok
indikator masokan, keluaran dan hasil.

Sigtem Pengumpulan Data Kinerja

Untuk melakokan pengukuran kinerja, diperlukan data Kkinerja.Data
kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data vang bersumber
dari dalam organisasi atan data internal dan data yang bersumber dari luar
organisasi atau eksternal.Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data
sekunder. Agar diperoleh data kinerja yang akurat, ]ﬁngknp, tepat waktu dan
konsisten. maka perlu dibangun atan dikembangkan sistem pengumpulan data
kinerja atau sistem informasi kinerja.

Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas
prinsip-prinsip kescimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi
kinerja yvang dibangun dapal mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-
unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem
informast yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan
kewajiban membuat laporan secara reguler (mingguan, bulanan, triwuolan,
semesteran dan tahunan) atas data kinerja.

Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang
terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakokan pada
setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas
pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk  indikator
manfaal atan dampak dapal divkur pada akhir perinde selesainya soatn program
atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan erganisasi.

Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan vang
enkup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini, instansi
disarankan untuk dapat melakukan survey sendin guna mendapatkan data
mengenai hasil yang diinginkan, kepuasan masyarakar yvang dilayani, dan
dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.
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3. Cara Pengukuran Kinerja
Terdapat beberapa metode/cara pengukaran kinerja yang dapat digunakan.

Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesunikan dengan
kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang melakukan pengukuran kinerja.
Dengan kata lain, kita tidak perly memaksakan untuk memakai suatu cara
pengukuran apabila kondisi tidak memungkinkan dengan cara/metode lainnya
dapat digunakan untuk wmenggantikan cara/metode tersebut.  Beberapa
cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini adalah sehagai
berikut;
a. Membandingkan antara rencana dengan realizasinya.
b. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi

tahun sebelumnya.
¢. Membandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah

yang terdapat dalam rencana strategis.

d. Membandingkan antara realisasi dengan standar nasional.

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analizgis Sasaran Sirategis

Secara umum Keeamatan Huruna Kabupaten Niaz Selatan telah dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang diperjanjikan untuk
mencapai visi dan misi Kecamatsan Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024
adalah sebanyak 4 (cmpal) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja.

Tahun 2024 adalah tahun ke-empat pelaksansan Hencana Strategis
Kocamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan, pencapaian indikator kinerja utama
berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Tluruna Kabupaten Nias Selatan
tahun 2024 adalah zebagai berikut:
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Capaian Indikator

Sumber data: dislak

Kinerja
Kecamatan Huoruna Kabupaten Nias Selatan Tahun
2024
Noe Sasaran Indikater Kinerja Target Realizsast
1 Meningkatnya i . ]
kinerja pelayanan E;{lm evaluasi Lakip 70 75
aparatur kecamalan ety
Nilai mdeks
kepuasanmasyarakat 70 75
terhadap pelayanan di
Leonsrrn e cadein e
Jumilah dokumen
perencanaan pelaporan
keuvangan dan pelaporan 12 dok 12 dok
kinerja  yang berkualitas
baik berkualitas baik
Presentase
penyelengparaan - o
administrasi  perkantoran % %
yang tepat waktu
2 Meningkatnya kualitas | Jumlah dokumen usul
pelayanan publik dan | perencanaan musrenbang 1 Dok 1 Dak
tata kelola pemerintahan tingkat kecamatan
FPresentase desa
yang mengpunakan
Rira Adin (el 75 % 1 dok
pembangunan
3 Meningkatn
m::mg va dan Jumlah rekomendasi izin
nyaman keramaian yang 1 dok 1dok
literhitl
Jumlah
organisasi,/ lembaga 17 7
kemasyarakatan yang
dibina
Jumlah konflik sosial yang
ditindaklanjuti 3 kasus 3 kasus
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ANALIEIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATECIS

.

# BASARAN STRATEGIS 1

Meningkatmya  kinerja

pelayanan aparatur
kecamatan

Milai evaluasi Lakip
kecamatan

Milai indeks
kepuasanmasyarakat 70 0
terhadap pelayanan di

P e

Jumlah dokumen
perencanaan pelaporan
keuangan dan pelaporan 12 Dok 12 Dok
kinerja yang berkualitas
baik berkualitas baik

70 70

Presentase

penvelengpgaraan
administrasi  perkantoran BN ok

yang tepat waktu

Sasaran stralegis 1 terdiri dan 4 indikator kinerja yaitu:

II

Persentase Evaluasi Lakip lingkup kecamatan

Target yang direncanakan dalam perjanjian kinerja yakni scbesar 70% dan
tercalisasi sehesar 75 %. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Evaluasi Lakip
kantor camat Huruna tergolong Baik dalam hal Evaluasi hasil Lakip di
tempat kerja. Capaiao scbesar 75% tergolong tinggi namun % persen vang
tercapai merapakan hasil kevja kerah Kantor Camat Horuna.

Jumlah Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan
Dalam hal ini target yang ditentukan adalah sebanyak 70% nammn yang
terealisasi sebanyak 75 %. Laporan Kepunasan masyarakat terhadap
pelayanan di kantor camat sangat baik.

Jumlah dokumen perencanaan pelaporan keunangan dan pelaporan kinerja
yang berkualitas baik berkualitas baik

Capaian indikator diatas dapat terealisasi sebanyak 12 dokumen dari rarget
yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja yakni 12 dokumen dengan tingkat
capaian 100%. Adapun dokumen yang dimaksud antara lamn :

- Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Huruna Tahun 2024

= Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)

- Dokumen DPA Kecamatan Huruna

= 4 Dokumen Evaluasi Runju Tahun 2024 5



- Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pﬂ;ﬂﬂf“lntﬂh-
- Dokumen LPPTH

- Thekomen LEPJ Kecamatan Huruna

- Dokumen laporan kevangan Keeamatan Huruna

- Dokumen rencana aksi Kecamatan Huruna tahun 2024

- Dokumen laporan realisasi anggaran (ILRA) Kecamatan Huruna tahun

2D24.

4. Presentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang tepat waktu

Target vang direncanakan dalam perjanjian kinerja yvakni sebesar 70% dan
tercalisasi  schesar 70 %. Hal im menunjukkan bahwa Presentase

penyelenggaraan administrasi perkantoran yang tepat waktu. Capaian

sangatl baik merupakan hasil kerja kerah Kantor Camat Huruna,

> BASARAN STRATECIS 2

Meningkainya kualitas | jumlah dokumen usul
pelayanan publik dan | perencanaan musrenbang 1 dok 1 Dok
tata kelola pemerintahan tingkat kecamatan

Presentase tesa

yang menggunakan

dama desa untuk
pembangunan

75% 5%

].l

Sasaran strategis 2 memiliki 2 indikator kinurja yaitu:

Jumlah dokumen usul perencanaan musrenbang tingkat kecamatan

Adapun target yang ditetapkan yakni sebanyak ] Dok kecamatan vang
terinvetarisasi dan tercapai sebanyak | Dok. Tal ini menunjukkan bahwa Usul
Perencanaan di tingkat kecamatan telah terinvetarisasi dengan baik
Presentase desa yang menggunakan dana desa untuk pembangunan

Ta_tgﬂ*l. yvang ditetapkan adalah sehanyak 75% namun yang tercapai hanya 75

% yaitu desa yang menggunakan dana desa untuk pembangunan.

24



» SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya
rasa aman, dan
nyaman

Jumlah rekomendasi izin
keramaian yang| 1dok
diterbitkan

Jumlah

organisasi/ lembaga 17
kemasyarakatan yang
dibina

Jumlah konflik sosial yang

ditindaklanjuti aNems

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis 111 memilik 3 indikator :

1.

3.

“Jumlah rekomendasi izin keramaian yang diterbitkan™

Dari target yang sudah ditetapkan sebanyak 1 Dok izin maka wvang
tercapai adalah 1Dok izin atan tercapai 100%. Artinya bahwa kccamatan
Huruna melayani dengan baik masyarakat yang mengurus rekomendasi izin
terutama terkait izin bangunan dan usaha schingga secara umum dapat

meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan.

? Jumlah organisasiflembaga kemasyarakatan yang dibina”™

Rerdasarkan target yang ditetapkan sebanyak 17 jumlah

organisasi/ lembaga kemasyarakatan yang dibina maka yang terealisasi
adalah sebanyak 15, Hal ini menunjukkan bahwa organisasi/lembaga
kemasyarakatan yang dibina masyarakat di kecamatan cukup baik
Jomlah konflik sosial vang ditindaklanjuti

Adapun target yang ditetapkan adalah sebanyak 3 Kasus dan
tercalisasi sebanyak 3 Kasus , artinya bahwa Jumlah konflik sosial yang
ditindaklanjuti tercapai masyarakat merasa puas dengan pelayanan kantor

camaltl .
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C.

Akuntabilitas Kenangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan
tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja vang ingin dicapai
Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan dianggarkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan di DPA
Perubahan Kecamatan ITuruna Kabupatem Nias Selatan dengan total nilai
keseluruhan sebesar Rp 352.600.000 dengan realisasi anggaran =ebesar Rp
321.730.900 atau dengan persentase mencapai 99.77%. Dengan demikian dapat
diketahui hahwa pada tahun 2024 memiliki Silpa sebesar Rp 826.100.

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO

KEGIATAN ANGGARAN REALISASI SISA

Program Penunjang Hp 311.693.800 Rp 311.009.400 Rp 684.400
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten

Program Rp 10.500.000 Rp 10.500.000 -
Penyelenggaraan
Pemernintahan dan

Pelayanan Publik

Program Rp 25.439.500 Rp 25.319.500 Hp 120.500
Penyvelenggaraan Urusan
Pemernntahan [Tmom

Program Pembinaan dan | Rp 4.966.700 Rp 4.945.500 Rp 21.200
l’cuguwaﬂan Pemerintah
Desa

JUMLAH | Rp 352.600.000 Hp 351L.733.900 Rp 826.100
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BAB IV
PENUTULP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Huruna
Kabupaten Niaz Selatan Tahun 2024 ini mernpakan pertanggungjawaban terlulis atas
penyelenggaraan pemerintah  yang baik (Good Governance) Kecamatan TTuruna
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang
baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAK1P) sebagai upaya untuk penyelengoaraan
pemerintahan  yang baik sebagaimana diharapkan oleh berbagai  pihak  yang
berkepentingan. LAKIP Kecamatan Hurona Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini
menggambarkan keberhasilan kinerja Keeamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan dan
evaluasi terhadap Kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja
sasaran. Dalam tahun 2024 Kecamatan IMurona Kabupaten Nias Selatan menetapkan
sebanyak 3 sasaran sirategis dengan 9 indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja

Kecamatan TTuruna Kabupaten Nias Selatan Tahon 2024,

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 7 sasaran strategis, secara
umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan atau lebih yang tergolong dalam
interprestasi sesuai targel, Dalam tahun anggaran 2024, untuk pelaksanaan program dan
kegiatan pada Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan dalam rangka meneapai
target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan DPA  Perubahan Kecamatan Huruna
Kabupaten Nias Sclatan Tahun Anggaran 2024 schesar Rp 352.600.000 dengan realisasi
anggaran schesar Rp 351.773.900 atan dengan persentase mencapai 99.77%. Dengan
demikian dapal diketahui bahwa pada tahun 2024 kondisi anggaran adalah Silpa scbesar
Rp 826.100.

_FASAMAARTI GULO, A.Md.Kep
NIP. 19770627 200502 1 002
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